
BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA 

NOMOR f)� TABON 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA NOMOR 
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KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RABMAT TOBAN YANG YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

;/ 

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan G11bemur Sulawesi Selatan Nomor 73 
Tahun 2009 tentang Peribahan alas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan 
Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
Anggaran 2009, maka pertu dilakukan perubahan alas Peraturan Bupati Luwu 
Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara 
Tahun Anggaran 2009; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan 
lampiran alas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 pada setiap 
Ke.camatan dalam wilayah Kabupaten luwu .Utara. 

' 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990,. tentang Sistem Budidaya Tanaman 

{ ! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3478); 

. - 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Luwu Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3826); 

3. Undang-Undang Nomor·08 Tah'iiri 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undan9an (Lembaran N99ara Republik lndonesla Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 



' / 

Memperhatikan 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Keputusan Menteri Petindustrian dan Perdagangan. Republlk Indonesia 
Nomor 634/ MPP/ Kepi 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan 
Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar; 

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/ Kpts/ 
TP.260/1/2003, tentang Syarat dan Tata.Cara Pendaftaran Pupuk An Organik; 

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 175/ Kpts/ 
KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Pengawasan Pupuk Bersilbsidi Tingkat 
Pu sat 

12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/ Kpts/ 
OT.210/1/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan 
Penggunaan Pupuk An Organik; 

13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
21/M-DAG/ PER/ 61 2008, tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
42/Pennentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 
seb�aimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 57/ Permentan/ OT.140/ 11/ 2008; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2009 !entang Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009. 

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2008 
ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran T ertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009. 



I ' 
. 

. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN 
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009. 

Pasal I 

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebutuhan 
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 
Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

No Kecamatan Urea 
Super 

ZA 
NPK 

Organlk 
Phos Pon ska 

1 Sabbano 2.048.268 234.906,25 230.208 424.527 18.750 
2 Baebunta 3.618.500 264.625 158.750 475.327 18.750 
3 Lim bona 66.100 29.750 31.341 27.541 - 

4 Masamba 2.003.157 227.812.5 224.208 414.927 18.750 
5 Malangke 2.014.250 227.812.5 197.400 420.970 18.750 
6 Malanake Baral 2.522.443 234.906,25 236.208 434.927 18.750 
7 Manoedecena 1.980.450 234.906,25 189.565 434.927 18.750 
8 Sukamaiu 1.907.093 219.375 99.112 424.927 18.750 
9 Bone-Bone 2.489.739 234.906,25 230.208 434.927 18.750 
10 S e k o  -  -  -  -  -  

11  R a m o i  -  -  -  -  -  

Jumlah 18.650.000 1.909.000 1.597.000 3.493.000 150.000 

Pnal II 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

ELAH 

1. Kt.G 

2. SE'' 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 31 • ...... -2009 

SEKRET ARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Masamba 
pad a tanggal 31 :i,.. ,.. 't ex009 

BUPATI, 

/ �  -  
A.  CHAERUL PANGERANG 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 31 


